BAB II
TINJAUN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN
2.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya merupakan penelitian terdahulu yang berupa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang subtansinya sama atau serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari penelitian sebelumnya tersebut dapat diketahui penelitian yang dilakukan oleh peneliti orisinalitas (keaslian), karna menggunakan teori, lokasi penelitian dan output penelitian yang berbeda. 
Berikut beberapa judul penelitian yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.
Tabel 2.1
Daftar Penelitian Sebelumnya yang Sudah Dilakukan

	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1. 
	
Andi Tenri Wewang, (2018) Lembaga Administasi Negara Makasar,
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transfortasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Maksar.


	
Dalam metode penelitian ini salah satunya menggunakan metode kualitatif.
	
Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori yang berasal dari Menurut Makmur. Sedangkan teori yang peneliti gunakan adalah teori menurut Saxena.
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	3. 
	
Fariz Nuary, (2013)
Universitas Brawijaya,
Analisis Distribusi Outbound Logistik BBM Pertamina ke SPBU Bontang (Dari Persepsi Pihak SPBU Bontang).


	
Dalam metode penelitian ini salah satunya menggunakan metode kualitatif.
	
Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah tentang teori evaluasi. Sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas.

	4. 
	
Yopi Virdiantono, (2019) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,
Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Wilayah Indonesia Timur Di MT. Berkat Anugrtah 03.


	
Dalam metode penelitian ini salah satunya menggunakan metode kualitatif.
	
Pada penelitian terdapat perbedaan seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu di wilayah Indonesia Timur sedangkan yang sedang peneliti lakukan saat ini adalah di Kuningan Jawa Barat.

	5. 
	
Hilda Pransiska, (2021), Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Penyimpanan Arsip Di Kantor Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.


	
Dalam metode penelitian ini salah satunya menggunakan metode kualitatif.
	
Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori efektivitas Gie (2000:24) Menurut Robbins. Sedangkan teori yang peneliti gunakan adalah teori menurut Saxena.


	6. 
	
Faizuran Ahmad, (2014)
Universitas Hasanudin,
Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Prov. Sul-Sel

	
Dalam metode penelitian ini salah satunya menggunakan metode kualitatif.
	
Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori yang berasal dari Richard dan M.Steers. Sedangkan teori yang peneliti gunakan adalah teori menurut Saxena.




2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Konsep Efektivitas
2.2.1.1 Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, kegiatan ataupun program dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi dan suatu program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.
Jadi suatu kegiatan organisasi dan suatu program di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi dan program tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.
Hal ini Jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksanaan pembangunan), efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih bertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input). Rumusan ini sesuai dengan penjelasan Efektivitas menurut Saxena dalam Indrawijaya, (2014:176) yaitu :
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.”
2.2.1.2 Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang pimpinan atau kepala memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang (Program) dan jasa (Pelayanan Masyarakat). Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu : 
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. 
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 
Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu :
1. Produktivitas pegawai
2. Kemampuan adaptasi kerja pegawai
3. Kepuasan kerja pegawai dan intansi
4. Kemampuan dalam memberikan pelayanan masyarakat 
Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :
a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit. 
b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 
c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. 
Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Saxena dalam Indrawijaya, (2014:176) yaitu ; kualitas, kuantitas dan waktu. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas kerja pegawai dalam pelaksanaan program pendistribusian bahan bakar minyak pada angkutan.

Efektivitas Oragnisasi
Efektivitas Kelompok
Efektivitas Indivudu



Gambar 2.1 
Tiga pandangan mengenai efektivitas organisasi

Tanda panah diatas menerangkan efektivitas sendiri terdiri dari tiga komponen efektivitas yang di antaranya adalah individu, kelompok dan organisasi. Selanjutnya dijelaskan pada tingkat yang paling dasar dalam suatu organisasi terletak pada efektivitas individu sebagai anggota organisasi. Pandangan ini menekankan pada kinerja individu yang ada di dalam organisasi sangat ditekankan. Tugas yang harus dilaksanakan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi di dalam organisasi. Prestasi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi kinerja yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, imbalan lain yang tersedia dalam organisasi dan promosi.
Pada pandangan efektivitas kelompok, penekanannya adalah pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja sebab di samping kerja sendiri, pada kenyataan individu biasanya bekerja bersama-sama dengan efektivitas kelompok adalah kontribusi dari semua anggotanya. Walaupun kita sering melihat bahwa dalam suatu organisasi, ada individu yang bekerja secara sendiri dan terpisah dari individu lainnya, tetapi kita juga melihat ada individu yang bekerja di dalam suatu kelompok yang merupakan suatu team-work. Bagi individu yang bekerja secara sendiri, maka besarnya efektivitas adalah yang dihasilkan secara sendiri, sedangkan bagi kelompok kerja, besarnya efektivitas adalah merupakan hasil dari penggabungan masing-masing efektivitas dari masing-masing individu. Namun demekian, efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok lewat pengaruh sinergistis (kerja sama). Dengan kerja sama, organisaasi akan mampu mendapatkan kinerja yang lebih baik dari tinggi tingkatannya daripada kinerja tiap-tiap bagiannya.
Efektivitas individu dapat menyebabkan efektivitas kelompok. Begitu pula efekrivitas kelompok, tidak berarti menyebabkan efektivitas organisasi, sebab tiap-tiap efektivitas dapat dipandang sebagai variabel yang tergantung pada variabel lain, yaitu sebab-sebab dari efektivitas. Misalnya, beberapa sebab dari efektivitas individu adalah ciri fisik, sifat psikologi, dan  motivasi, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam prestasi kerja di antara individu. Untuk hasil kerja kelompok, penyebabnya meliputi kepemimpinan kelompok, komunikasi, dan sosialisasi, sedangkan efektivitas organisasi organisasi adalah hasil dari sejumlah variabel, termasuk teknologi, kesempatan baik, kecakapan perorangan, motivasi, dan hambatan lingkungan.
Menurut Andriany (2021:127) bahwasanya Komunikasi yang baik memerlukan kemampuan dalam mengolah suara, Hal ini sangat penting karena dengan adanya perbedaan pada volume suara, intonasi suara, serta artikulasi suara, semua pesan yang telah disampaikan menjadi jelas dan tepat pada sasaran. Dalam organisasi apabila seorang karyawan yang sedang berkomunikasi dengan pimpinan, karyawan tersebut harus berbicara lugas, dengan intonasi suara yang baik atau tidak tergesa–gesa, serta dengan volume suara yang tidak terlalu tinggi. Tujuannya yaitu agar lebih sopan dan beretika dalam berkomunikasi dengan pimpinan, begitu pula pimpinan dengan karyawan serta dengan teman setingkat. 
Bahasa  nonverbal  dalam komunikasi organisasi juga diperlukan. Bahasa nonverbal atau yang biasa disebut bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini dapat memperkuat pesan yang berasal dari lisan. Diperkuatnya dengan bahasa tubuh bukan berarti dalam pengirim pesan selalu menggunakan bahasa nonverbal. Pada kegiatan pesan–pesan yang dikirimkan oleh  atasan  ke bawahan dan  sebaliknya atau setingkat, komunikasi nonverbal hanya sebagai pelengkap tidak diutamakan namun menjadi penunjang komunikasi verbal.
Telah ditemukan bahwa penilaian prestasi perseorangan merupakan dasar penelitian efektivitas suatu organisasi. Walaupun demikian, seperti telah dikemukakan, semuanya itu harus dapat dikoordinasikan dengan baik. Hal ini penting, sebab prestasi seseorang yang, katakanlah,baik belum berarti efektif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak itu tercapai dengan baik atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh  apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya.
2.2.1.3 Pendekatan Efektivitas
Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Emitai Etziomi mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya SYSTEM MODEL, mencakup empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi. Pada kriteria adaptasi dipersoalkan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu antara lain digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut. Hal terakhir ini mempertanyakan seberapa jauh kemanfaatan organisasi tersebut bagi lingkungannya.
Kriteria berikut adalah integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
Kriteria ketiga adalah motivasi anggota. Dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksana tugas pokok dan fungsi organisasi.
Kriteria keempat adalah produksi, yaitu usaha pengukura efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi
Dengan melihat organisasi sebagai sistem, usaha membahas efektivitas organisasi secara lebih komprehensif menjadi lebih mungkin. Hal ini disebabkan selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya sering sekali ada tekanan dari keadaan sekeliling. 
2.2.2 Pengertian Efektivitas Kinerja
Pembicaraan sekitar efektivitas kerja pegawai adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan dan pasti akan berkaitan dengan banyak faktor. Jika dikatakan bahwa efektivitas kerja pegawai merupakan sikap atau kondisi umum seseorang yang positif terhadap kehidupan organisasionalnya, maka jelaslah bahwa setiap pemimpin perlu mengambil berbagai langkah agar semakin banyak (apabila mungkin semua) bawahannya merasa puas dan selalu bersemangat dalam bekerja, yang pada saatnya nanti akan mencapai tingkat efektivitas kerja pegawai yang bersangkutan sesuai yang diharapkan. Untuk dapat melakukan dengan cepat dan tepat diperlukan pemahaman teknik dan cara yang dapat digunakan mengukur tingkat efektivitas kerja para pegawai tersebut.
Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa seseorang pegawai tidak akan melakukan tugasnya dengan baik dalam suasana kehampaan. Artinya seseorang dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya tidak membatasi keberadaannnya dalam organisasi hanya pada penyelesaian tugas itu berdasarkan keterampilan dan diskripsi tugas yang sudah jelas. Menurut para ahli pengertian efektivitas kerja adalah sebagai berikut :
1. Efektivitas kerja adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan saran tertentu yang tersedia dalam memenuhi tujuan- tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya (Etzioni dalam Tangkilisan, 2005:139).
2. Efektivitas kerja adalah keseimbangan atau pendekatan optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfatan tenaga kerja manusia. Jadi konsep tingkat efektivitas menenjukan kepada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal ala-alat dan sumber daya yang ada (Argis dalam Tangkilisan 2005:139).
3. Efektivitas kerja adalah sejauh mana organisasi mencapai berbagai sasaran (jangka pendek) dan tujuan (jangka panjang), yang telah ditetapkan, dimana penetapan sasaran- sasaran dan tujuan-tujuan itu mencerminkan konsitituen strategis, kepentingan subjektif penelian, dan tahap pertumbuhan organisasi (Kusdi, 2009:94).
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Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci dari peningkatan karyawan sehingga dibutuhkan suatu kebijaksanaan perusahaan untuk menggerakan tenaga kerja tersebut agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dapat disimpulkan efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar, sehingga


pencapaian tujuan perusahaan berjalan sesuai yang direncanakan. Indikator dari efektivitas kerja (Hasibuan 2003:105) :
a. Kuantitas Kerja
Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Ini dapat dilihat dari banyaknya beban dan keadaan yang didapat atau dialamiya selama bekerja. Setiap perusahaan akan selalu berusaha agar efektivtas kerja dari karyawan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, suatu perusahaan selalu berusaha agar setiap karyawannya memiliki moral kerja yang tinggi.
b. Kualitas Kerja
Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.
c. Pemanfaatan Waktu
Pemanfaatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu yang ditetapkan. Yang paling penting pada efektivitas kerja didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi yang memiliki knowledge, skil, dan attitude. Setiap karyawan sudah sepatutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja mereka melalui berbagai tahapan usaha secara maksimal.
Menurut Stephen P.Robbins (1996 : 24) mennyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong peningkatan efektivitas kerja pegawai, adalah: 
1. Sikap (disiplin) 
2. Kepentingan atau minat 
3. Motif 
4. Pengalaman masa lalu 
5. Penerapan (dispektasi)
Menurut Patron (1986:157) Efektifitas kerja adalah sebuah kriteria evaluasi tentang pengukuran keberhasilan dari suatu kebijaksanaan atau perencanaan dibandingkan dengan akibat atau hasil yang diharapkan. Jadi antara hasil pekerjaan yang dicapai dengan tujuan perencanaan harus sinkron, karena itu sebagai indikator dari efektifitas kerja dalam sebuah kantor atau organisasi.
Efektivitas kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai apabila organisasi itu juga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan. Dalam hal ini efektivitas harus termasuk juga efisiensinya.
2.2.3 Pengertian Efesiensi 
Efisiensi adalah salah satu cara yang di gunakan perusahaan dalam hal mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, perlatan perusahaan, maupun biaya secara efektif. Efisiensi bisa juga di artikan sebagai dimana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun pengorbanan sekecil mungkin.
Dari sini Efisiensi secara luas merupakan usaha mencapai prestasi sebaik-baiknya secara maksimal dengan menggunakan bahan yang tersedia maupun sumber daya manusia seperti (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dalam keadaaan nyata (sepanjang keadaan tersebut bisa berubah) tanpa menggangu keseimbangan antara faktor – faktor tujuan alat, tenaga dan waktu. Efisiensi lebih jelasnya adalah suatu perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Perbandingan ini bisa di lihat dari dua segi sebagai berikut :
a. Hasil
Suatu kegiataan bisa di katakan efisien, jika suatu usaha tersebut memberikan hasil yang maksimum.Maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil.
b. Usaha
Suatu kegiatan dapat di sebut efisien, jika suatu hasil tertentu bisa tercapai dengan usaha yang sangat minimum, mencakup lima unsur: pikiran, tenaga jasmani, ruang, waktu, benda (termasuk dana).

Efisiensi dan produktivitas keduanya merupakan indeks yang menunjukkan hasil perbandingan antara input dan output. Kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa indeks efisiensi atau produktivitas dapat dikendalikan dengan cara merekayasa pengelolaan input atau output, atau keduanya sekaligus. Efisiensi dan produktivitas dapat digunakan  untuk mengukur kinerja suatu unit kegiatan ekonomi. (Mulyadi, 2007). 

2.2.3.1 Prinsip Berlakunya Efisiensi
Suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau tidak. Maka, untuk menentukan prinsip-prinsip atau persyaratan Efisiensi harus terpenuhi yaitu ada beberapa macam di antaranya :
a. Efisiensi harus dapat di ukur 
Standar yang harus di tetapkan antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal tersebut merupakan patokan (standar) awal, untuk menentukan suatu kegiatan efisien atau tidak. Ada batas ukuran normal untuk pengorbanan adalah pengorbanan yang maksimum untuk hasil maksimum. Kalau tidak dapat di ukur maka tidak dapat di ketahui apakah suatu kegiatan itu bisa efisien atau tidak.
b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional
Rasional merupakan segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, dan logis bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional ini, objektivitas pengukuran dan penilaian dapat di hindarkan sejauh mungkin.
c. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas (mutu)
Mutu harus tetap di jaga dengan baik.Dengan demikian, kuantitas produk boleh saja di tingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya.Jangan hanya mengejar kuantitas produk tapi mengorbankan kualitas.Jangan sampai hasil yang ingin dicapai di tingkatkan tetapi kualitasnya menjadi rendah.
d. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan
Pelaksanaan operasionalnya dapat di usahakan seefisien mungkin. Sehingga tidak terjadi pemborosan dan jangan sampai bertentangan dengan kebijakan atasan yang sering terjadi.
e. Pelaksanaan Efisiensi harus di sesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini penerapannya di sesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan lain-lain, yang di miliki oleh perusahaan dan mengusahakan peningkatannya. Setiap organisasi, apakah instansi pemerintah, badan swasta ataupun perusahaan, mempunyai kemampuan yang tidak selalu sama. Pengukuran Efisiensi ini sebaiknya di dasarkan pada tingkat kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusianya, dananya, dan fasilitasnya.
f. Efisiensi ada tingkatannya
Penggolongan tingkatan Efisiensi ada beberapa macam,
a) Tidak efisien
b) Kurang efisien
c) Efisien
d) Lebih efisien
e) Paling efisien (optimal)
2.2.4 Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)
2.2.4.1 Konsep Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Peran Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting dalam kehidupan masyarakat. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa maupun Kota baik sebagai rumah tangga maupun sebagai pengusaha, demikian juga BBM sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Oleh karena begitu pentingnya BBM dalam kehidupan masyarakat, maka BBM termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat.Kondisi tersebut dapat tercermin dari peranan BBM sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga-harga bahan pokok atau inflasi. Mengingat pentingnya peran BBM dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah melakukan campur tangan dalam penentuan harga dan sekaligus menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Upaya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM ke masyarakat tidak bisa terlepas dari campur tangan usaha jasa pengangkutan. Dalam hal ini Pertamina bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyediakan truk tangki minyak yang berfungsi untuk mendistribusikan BBM ke konsumen.
Di Indonesia, bahan bakar minyak atau BBM dibagi menjadi BBM subsidi dan non-subsidi. Kedua jenis itu dikategorikan dari segi bantuan pembiayaan dari pemerintah. Selain itu, BBM subsidi dan non-subsidi juga dapat dibedakan dari segi kualitasnya.
Perbedaan BBM Subsidi dan Non-Subsidi dilansir dari laman resmi Shell dan My Pertamina, berikut adalah perbedaan antara kedua jenis BBM tersebut :
1. BBM Subsidi, BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dana tersebut ditujukan langsung kepada distributor BBM di Indonesia. Misalnya PT Pertamina (Persero). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar).
2. BBM Non-Subsidi, Jenis selanjutnya ialah BBM non-subsidi. Bahan bakar minyak ini merupakan bensin yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harganya. Karena itu, setiap perusahaan penyedia bahan bakar minyak berhak bersaing secara sehat dengan mengacu pada UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Terdapat beberapa produk yang dikeluarkan BBM non-subsidi, di antaranya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax, pelumas Fastron, serta Bright Gas. Produk ini menjadi rekomendasi untuk kendaraan yang dibatasi atau peralihan dari BBM subsidi.


Pemberian subsidi BBM oleh Pemerintah sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, sehingga semakin meningkatnya anggaran subsidi BBM diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya penyaluran subsidi BBM tidak merata kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Masih banyak masyarakat yang tergolong mampu dan pihak-pihak yang tidak berhak ikut mengkonsumsi subsidi BBM, sehingga Pemerintah menganggap pemberian subsidi BBM perlu dikaji kembali.
Pendistribusian merupakan ini  hal yangpenting dalam kegiatan bisnis terutama untuk perusahaan distribusi atau distributor. Keterlambatan distribusi akan menurunkan tingkat layanan pelanggan, terutama pelanggan utama.
Menurut Tjiptono dalam bukunya Strategi Pemasaran (2014:295), “Saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk/jasa dari penjual ke pembeli akhir”.
Sedangkan Menurut Etzel (2013 : 172) dalam bukunya Sistem Manajemen Operasioanal Distribusi, “Saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen atau pemakai bisnis”.
Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa saluran distribusi merupakan aliran distribusi dibutuhkan karena adanya perbedaan yang menimbulkan celah-celah atau kesenjangan di antara produksi dan konsumsi.
Menurut Stanton (2012 : 175) “Saluran distribusi dibedakan menjadi saluran distribusi untuk barang konsumsi, untuk barang     industri dan untuk jasa”. Selanjutnya Stanton (2012 : 175) mengatakan ketiga jenis barang tersebut diatas, tentunya   memerlukan saluran distribusi yang berbeda karena memang pasar yang dituju juga berbeda.
Menurut Gitosudarmo (2012 : 177)   saluran   distrib usi   dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :
a. Saluran distribusi intensif, Distribusi di mana barang yang dipasarkan itu diusahakan agar dapat menyebar seluas mungkin   hingga   dapat secara intensif menjangkau semua lokasi dimana calon konsumen berada.
b. Saluran   distribusi   selektif,   Distribusi    di    mana     barang-barang hanya disalurkan oleh beberapa penyalur saja yang terpilih atau selektif.
c. Saluran distribusi ekslusif, Bentuk penyaluran yang hanya menggunakan   penyalur   yang   sangat terbatas   jumlahnya   bahkan pada   umumnya   hanya   ada   satu   penyalur tunggal untuk satu daerah tertentu.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 diubah, salah satu yang diubah adalah pada Pasal 5 yang mengatur mengenai subsidi angkutan penumpang, dimana besaran subsidi tersebut berdasarkan dengan biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
Kriteria kendaraan yang boleh menggunakan solar subsidi tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diantaranya adalah :


1. Transportasi darat
· Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih
· Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.
· Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
· Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
2. Transportasi air
· Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi transportasi
· Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur
· Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
· Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
3. Pelayanan Umum
· Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
· Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
· Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya
Sedangkan, kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite masih dalam tahap penerbitan revisi Perpres No 191 tahun 2014 dan perubahan itu menjadi PERPRES No. 17 Tahun 2021 tentang perubuhan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak  Kemudian Keputusan Bupati Kuningan Nomor 551.21/KPTS.864 Dishub/ 2022 tentang data penerima subsisdi bahan bakar minyak angkutan umum kabupaten Kuningan tahun anggaran 2022.


Selanjutnya Keputusan Bupati Kuningan Nomor 551.21/ KPTS. 865.Dishub /2022 tentang pembentukan tim monitoring pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan BBM. Dengan sasaran pelaku usaha, angkutan perkotaan, angkutan online, angkutan wisata, dan ojek pangkalan Kabupaten Kuningan.
Adapun SPBU yang ditunjuk Dinas Perhubungan untuk menyalurkan bahan bakar minyak itu sendiri terdiri dari 8 SPBU diantaranya SPBU Cirendang, SPBU Cijoho, SPBU Manggari, SPBU Awirarangan, SPBU Ciawigebang, SPBU Manislor Jalaksana, SPBU Bandorasa, dan SPBU Kadugede.
2.2.4.2 Mekanisme Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Dalam pelaksanaanya Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan menargatekan sebanyak 1.765 ( Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) unit  insan transportasi, yang terdiri atas Angkutan Perkotaan, Perdesaan, Ojek online (Ojol), Ojek Pangkalan (Opang), Angkutan Khusu (Perahu) dan Angkutan Pariwisata (Bus) menerima Bansos voucher pembelian  BBM dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Berikut adalah daftar tabel penemerima bantuan subsidi (BBM) :


Tabel 2.2
	DAFTAR PENERIMA BANTUAN SUBSIDI 
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2022
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	No.
	Jenis Angkutan
	Jumlah 
Kendaraan (Unit)
	Jumlah BBM (Liter)
	Jumlah (RP)
	Keterangan

	
	
	
	
	
	

	1
	Angkot/Angdes
	794
	95.28
	952.800.000
	120 Liter/Unit

	2
	Ojol dan Opang KR2
	853
	38.385
	383.850.000
	45 Liter/Unit

	3
	Angkutan Online KR4
	105
	9.45
	94.500.000
	90 Liter/Unit

	4
	Angkutan Khusus (Perahu)
	12
	1.248
	12.480.000
	104 Liter/Unit

	5
	Angkutan Pariwisata
	1
	102
	1.020.000
	
102
Liter/Unit

	JUMLAH
	1.765
	144.465
	1.444.650.000
	- 

	
	
	
	
	


Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan Tahun 2022
Adapun  mekanisme subsidi, dalam implementasinya dibagi 4 (empat) tahap perencanaan, verifikasi, data calon penerima bantuan, sosialisasi dan penyaluran, monitoring dan evaluasi. (1). Perencanaan dimulai dengan menentukan kriteria penerima subsidi, kebutuhan anggaran dan skema penyaluran.  (2). Verifikasi dan validasi data penerima bantuan subsidi ke lapangan dengan melibatkan Organisasi Profesi Organda, Himpunan Para Pengemudi Indonesia (HPPI), Paku, Koordinator Angkutan Online, Koordinator Angkutan Pariwisata Dan Koordinator Ojek Pengkolan. (3). Sosialisasi dan penyaluran, tim melakukan sosialisasi dan mekanisme penyaluran melalui kerjasama dengan 8 (delapan) SPBU dengan mekanisme pengisian yang telah ditentukan. (4). Monitoring dan evaluasi, tim akan melakukan monitoring selama penyaluran berlangsung agar tepat sasaran dan tepat guna melalui validasi voucher bbm dan nomor kendaraan oleh tim monitoring dan pihak SPBU.
Adapaun maksud dari pemberian subsidi BBM untuk kendaraan angkutan umum guna mengantisipasi adanya fluktuasi harga BBM. Kemudian untuk menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di Kabupaten Kuningan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah meringankan beban operasional para angkutan umum.
2.3 Kerangka Pemikiran
Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, ditetapkan harganya oleh pemerintah, dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum perkotaan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 yang belum mengakomodir kebutuhan dalam pemberian subsidi angkutan umum perkotaan pada trayek tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan pada tanggal 5 Januari 2022. 
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menjelaskan bahwa subsidi BBM hanya untuk Jenis BBM Tertentu yang terdiri dari minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil). Harga jual eceran Jenis BBM tertentu berupa minyak tanah (kerosene) untuk setiap liter ditetapkan dengan nominal tetap termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan minyak solar diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga ditetapkan rincian konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa minyak solar yaitu konsumen pengguna rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha transportasi, dan pelayanan umum.
Menurut Etzel (2013 : 172) dalam bukunya Sistem Manajemen Operasional Distribusi, “Saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari produsen ke konsumen atau pemakai bisnis”.
Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang tercapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien.
Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu itu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.
Jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksanaan pembangunan), efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih bertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input. Rumusan ini sesuai dengan penjelasan Efektivitas menurut Saxena dalam Indrawijaya, (2014:176) yaitu :
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.”
Berangkat dari asumsi diatas, efektivitas berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan suatu pekerjaan dilakukan. Apakah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini apakah pelaksanaan suatu tugas maupun program dinilai baik atau tidak terutama tentang bagaimana cara melaksanakannya yang kaitannya dengan kinerja pegawai dalam hal melaksanakan dan menjalankan program dan tugas yang telah di tetapkan.
Untuk memperjelas asumsi diatas maka peneliti membuat skema Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Program Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut :



Input 	Efektivitas Program Subsidi BBM
Efektivitas Indrawijaya, (2014:176)
1. Kualitas
2. Kuatitas
3. Waktu 

	Proses



	Output Peningkatan efektivitas kerja pegawai

Program distribusi bahan bakar minyak (BBM) belum efektif
Program distribusi bahan bakar minyak (BBM) sudah efektif



Efektivitas pelaksanaan subsidi BBM belum efektif




Feedback Upaya
Mewujudkan pelaksanaan program yang lebih baik 




	OutcomeTerciptanya pelaksanaan progam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) berjalan efektif dan meningkatnya efektivitas kerja pegawai.





Gambar 2.2
Keranga Pemikiran
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